
Pelayanan dan Pembayaran Rctribusi Dacrah dan Lain­ 

lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Secara online; 

Pcra i.uran Walikota tcntarig Sistcm menetapkan 

perlu b, huruf dan a ' h uruf dalam dimaksud 

scbagairnana pcrtirnbangan bcrdasarkan bahwa c. 

penyclenggaraan pclayanan dan pernbayara n rctribusi 

daerah dan lain-lain pcridapatan asli dacra h yang sah 

daerah secara online, perlu menyusun Peraturan 

Walikota tcntang pclayana n dan pcmbayara n rctribusi 

daerah da n lain-lain pcndapa ta n asli dacrah ya ng sa h 

secara online sesua: clengan ketent uan perat ura n 

pcrunda ng-undanga n; 

bahwa dalam rangka pcningkata n pelayana n dan 

efisicnsi dalam pembayaran re tribu si dacrah clan lain­ 

lain pendapatan asli dacrah yang sah di Kora Magelang, 

perlu mclakukan pclayanan, dan pcmbayaran sccara 

on line: 

b. bahwa uru.uk mcmberikan da sa r dan pcdornan dalarn 

a. Mcnimbang 

WALIKOTA MAGELANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH/\ ESA 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 

NOMOR lo TAI TUN 2019 

TENT ANG 

SISTEM PELAYANAN DAN PEMBAYARAN 

RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN /\SLJ DAERAH 

YANG SAll SECARA ONLINE 

WALIKOTA MAGELANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun l 950 Len tang 

Pernbcntukan Daerah-daerah Kora Kecil dalarn 

Lingkungan Propinsi .Jawa Timur, .Jawa Tcngah, dan 

Jawa Baral; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tcnrang 

Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tarnba han Lcrnbaran 

NcgaraRepublik f ndonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tent a ng f\1juk 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teruang 

Pembentukan Pera tu ran Pcr undang-undangan 

(Lcrnbara n Negara Republik Indonesia Tah un 

201 lNomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Re-pu blik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Len tang 

Pemer iru.ahan Dae rah [Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 20 l 4 Nomor 244, Tarnbahan Lcrnbarari 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagairnana 

Lelah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 tcntang 

Pemcrim.ahan Dacrah (Lernbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lcrnbara n 

Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

7. Peraruran Pcrncriruah Nomor 58 Tah un 2005 tcntang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tah un 2005 Nomor 140, Tamba han 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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8. Peraturan Daerah Kola Magelang Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Retribusi .Jasa Umum (Lembaran Dacrah Kora 

Magclang Ta h un 2011 Nomor 17) sebagaimana tclah 

diubah beberapa kali tcrakhir dengan Perat.uran Daerah 

Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 ten Lang Pcrubahan 

Kedua Alas Pcraturan Daerah Kola Magclang Nomor 17 

Tahun 2011 lentang Retr ibusi Jasa Umum (Lernbaran 

Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 6, Tarnba ha n 

Lembaran Daerab Kola Magclang Nomor 77); 

10. Peraturan Daerah Kota Magclang Nomor 18 Tahun 2011 

lentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kora 

Magclang Tahun 20 l 1 Nomor 18) sebagaimana Lelah 

diubah dcngan Peraturan Dacrah Kota Magclang Nomor 

4 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Dae rah 

Kota Magclang Nomor 18 Tahun 2011 ten tang Rctribusi 

Jasa Usaha (Lcmbaran Dacrah Kota Magclang Tahun 

2017 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Dae rah Kot a 

Magelang Nomor 65); 
11. Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 19 Tah un 2011 

tentang Retribusi Perizinan Terteritu (Lembaran Dacrah 

Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Dacrah Kota Magclang Nomor)scbagaimana 

Lelah diubah dcngan Pcrat.ura n Dacrah Kot a Magclang 

Nomor 5 Tahun 2017 Len tang Peru bah an A Las Peraturan 

Daerah Kora Magclang Nomor 19 Ta h u n 2011 ten tang 

Retribusi Pcrizinan Terteritu (Lcmba ra n Dacra h KOLa 

Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kora Magelang Nomor 66); 

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 

lentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Dacrah Kota Magclang T'ahun 2017 Nomor 12, 

Tambahan Lernbaran Daerah Kota Magelang Nomor 71); 
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selanjutnya disingkai BPI~AD adalah Sadan Pengelola 

Kcuangan Dacrah Kora Magclang. 

5. Kas Urnum Dacrah adalah ternpat penyimpanan uang 

daerah yang telah diteritukan oleh Walikota unt.uk 

menampung seluruh pcncrirnaan Dacrah dan digunakan 

untuk membayar seluruh pcngeluaran Daerah. 

6. Bendahara Penerimaan adalah pejabai Iuugsional ~ a11g 

ditunjuk urituk mencrima, mcnyirnpan, mcnyctorkan , 

menatausahakan, dan rncmpcrtanggungjawabkan uang 

peridapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APOD 

pad a Perangkai Dae rah. 

vanz - D Asel dan Kcuangan Dae rah Pcngclola 4. Sadan 

kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Magelang 

yang menjadi pernerintahan urusan pelaksanaan 

Dalam Peraturan Walikola ini yang dimaksud dcngan: 

1. Daerah adalah Kora Magelang. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah sebagai un sur 

penyelenggara Pernerin tahan Dacrah yang mcrmrnpin 

Pasal l 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH SECARA ONLINE. 

DAN DAERAH LAIN-LAIN RETRIBUSJ PEMBAYARAN 

PERATURAN WALTKOTA TENTANG SYSTEM PELAYANAN DA 

MEMUTUSKAN: 

scbagaimana telah diubah bcbcrapa kali tcrakhir dcngan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 l I 

tcntang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Mcntcri Dalam 

Ncgeri Nomor 1 J Tahun 2016 ten Lang Pcdoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Pengclolaan Daerah Kcuangan tcntang Pedoman 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ] 3 Tahun 2006 
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Pernerintah Dacrah yang bcrsangkutan. 

dari tcrtcn tu pcrizman dan mcmanfaa tkan jasa 

mempunyai perikatan a tau perJanJ ran sewa rne nvewa 

dcngan Pemerintah Kora Magelang. 

14. Masa Retribusi adalah suaiu jangka wak t u tcrtcm u :-·ang 

merupakan batas wak tu bagi Wajib Re rribusi unt.uk 

bad an a tau pribadi orang adalah Lain 13. Pihak 

diwajibkan urituk melakukan pem bayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pernotong rctribusi tcrtcntu. 

rcrr ibu si pcrundang-undangan peraturan menurut 

peridapatan dacrah. 

12. Wajib Rctribusi adalah orang pribadi a tau Sadan yang 

mengelola kewe nangan mempunyai van a - b daerah 

11. Perangkat Dacrah Penghasil Pcndapatan yang sclanjutnya 

disingkat PD Penghasil Pcndapatan adalah perangkat 

10. Perizinan Tcrteruu adalah kegiatan terrcntu Pcmcrintah 

Daerah dalam rangka pemberian 12111 kepada orang 

pribadi atau 8adan yang dimak sudkan untuk pcmbinaan, 

pcngaturan, pengcndalian dan pcngawasan alas kegiatan, 

pemanfaalan ruang, serla penggunaan sum ber daya alam, 

barang, prasarana, sarana atau fasilitas terteruu guna 

mclindungi kcperitingan umum dan menjaga kclcstarian 

lingkungan. 

swa sta. 

7. Retribusi Dae rah adalah pungutan Dae rah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pembcrian izi n tertcntu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pcmcrintah 

Daerah uru.uk kepentingan orang pribadi atau 8adan. 

8. Jasa Umum adalah jasa yang discdiakan atau diberikan 

oleh Pernerin tah Daerah untuk tujuan kepcntingan dan 

kemanfaatan umum scrta dapat dinikrnati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan olch Pcmcrintah 

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial 

karena pada dasarnya dapat pula disediakan olch sektor 
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15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek retribusi, 

penentuan besarnya rctribusi yang Lcrutang sa rnpai 

kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib ReLribusi serta 

pengawasan penyetoran nya. 

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

mcnggunakan formulir atau telah dilakukan dcngan cara 

lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Ke pa la Daerah. 

17. Surat Ketetapan Rctribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menenlukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 

retribusi yang rneneritukan jumlah kclcbihan pernbayaran 

retribusi karena jurnlah krcdit rctribusi lcbih besar 
daripada relribusi yang Lerutang atau seharusnya tida k 

tcrutang. 
19. Surat Ketetapan ReLribusi Dacrah Kurang Bayar , yang 

selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah pokok rctribusi, 

jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran 

pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan 

jumlah retribusi yang masih harus dibayar. 

20. Surat Ketetapan Relribusi Daerah Kurang Bayar 

Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan 

atas jumlah rctribusi yang ditctapkan. 

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sclanjut.nya 

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihari 

retribusi dan/atau sanksi administratif bcrupa bunga 

dan/ atau denda. 
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kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak 

psikologis. 

manusia, korban jiwa timbulnya mengaki ba tkan 

sehineza ht> oleh faktor alam dan/atau Iaktor non alam 

pembayaran pokok scwa, bcsarnya sanksi adrni nistrat if, 

dan jumlah sewa yang masih harus dibayar. 

26. Surat Pembcritahuan Sewa Kurang Bayar Tarnbahan, 

yang selanjutnya disingkat SPWKBT, adalah surai 

pemberitahuan scwa yang menentukan tambahan alas 

jumlah sewa yang ditetapkan. 

27. Surat Tagihan Sewa, yang sclanjutnya disingkat STW 

adalah surat untuk rnclakukan tagihan scwa darr/utau 

sanksi adrninistratif berupa bunga dan Zatau denda. 

28. Bencana alam atau scbab lain yang luar biasa adalah 

peristiwa atau rangkaian per istiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan rnasvarakai yang disebabkan baik 

kekurangan scwa , jumlah krcdit sewa, jumlah 

pemberitahuan sewa yang rne nem ukan jumlah pokok 

surai adalah SPWKB disingkaL sclanju tnya 

22. Surat Setoran Sewa, yang selanjutnya disingkai SSW 

adalah bukti pembayaran atau penyctoran sewa 

pemakaian kckayaan daerah yang telah dilakukan dcngan 
rnenggunakan forrnulir aiau telah dilakukan dengan cam 

lain ke kas dacrah mclalui tcmpat pcmbayaran yang 

ditunjuk oleh Kcpala Dacrah. 

23. SuraL Pemberitahuan Scwa, yang selanjutnya disingkaL 

SPW adalah surat pembcritahuan sewa yang me ncru.ukan 

besarnya jurnlah SC\,\'a yang tcrutang. 

24. Surat Pemberitahuan Sewa Lebih Bayar, yang selanjutnva 

disingkat SPWLB adalah surat pcmeritahuan scwa yang 

rnenentukan jurnlah kelcbihan pcrnbayaran sewa karcna 
jumlah kredit sewa lebih besar dari pada SC\\·a yang 

terutang atau seharusnya tidak terulang. 

25. Surat Pembcritahuan Sewa Kurang Bayar, yang 
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rnernpunyai kewajiban mcnyelorkan/mcmbayarkan 

sejurnlah uang pada Pcrnerin Lah Dae rah dalarn 

rnenghitung besar relribusi/ setoran yang harus 
disctorkan; dan 

d. rncningkatkan cfisicnsi dalam pcrnungutan Rctribusi 

Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah. 

van a - b Jain Rct ribu sj / pihak Wajih c. rnempermudah 

pcndapat an asli dacrah yang sah; 

b. meningkatkan akurasi data penerimaan pernbayaran 

Rctribusi Daera h dan lain-lain pcndapatan a s li 

dacrah yang sah; 

lain-lain dan Dae rah Rctribusi 

pcrierirnaan dan pclayanan a. mernpercepat 

pcrnbayaran 

Pasal 2 

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan uru uk memberikan 

pclayanan dan pcmbayaran ReLribusi Dacrah dan lain­ 

lain pendapatan asli daerah yang sah secara online. 
(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk: 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUJ\N 

Pernbayaran Retribusi Dacrah dan Lain-lain Pcndapatan 

Asli Daerah Yang Sah sccara online baik rnclalui /\TM atau 

kanal pembayaran lainnya. 

30. Perseroan Terbatas Bank Pernbangunan Dacrah .Jawa 

Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah 

Perseroan Terbatas Bank Pernbangunan Daerah .Jawa 

Tengah ca bang Dae rah. 

melakukan langsung dapat Dae rah Pernerin tah 

pad a uang scjurnlah mcnyetorkan / mcrnbayarkan 

kcwajiban mcrnpunyai van a 
- b 

lain Retribusi/pihak 

29. Host to host adalah sistern pernbayaran dirnana Wajib 
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Pasal4 

Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah scbagaima na dimaksud pada ayat (1) mcliputi: 

a. jenis Retribusi Daerah, berupa: 
1. retribusi jasa umum; 

2. retribusi jasa usaha; 

3. rctribusi pcrizinan tcrtcniu. 

b. jenis retribusi jasa umum, berupa: 

1. rctribusi pclayanan keschatan: 

2. retribusi pelayanan persampahan/kebcrsihan; 

3. retribusi pelayanan pemakaman; 

4. retribusi pelayanan parkir di tcpi jalan umum; 

5. retribusi pclayanan pasar; 

6. retribusi pengujian kendaraan berrnotor; 

7. rctribusi pemcriksaan a lat pcmadam kcbakaran; 

8. rctribusi pcnycdiaan dan/atau penycdotan ka kus: 

9. retribusi pengcndalian menara telekomunikasi. 

c. jcnis retribusi jasa usaha, bcrupa: 

1. rctribusi perna kaian kekayaan daerah; 

2. retribusi terminal; 

Pasal 3 

( 1) Pclayanan dan Pcrnbayaran kc pad a Wajib 

Retribusi/pihak lain yang mempunyai kcwajiban 

menyetorkan/membayarkan sejumlah uang pada 

Pemerintah Dacrah menggunakan sistem pclayanan dan 

pernbayaran Rctribusi Dacrah dan lain-lain pcndapatan 

asli daerah yang sah sccara online. 

(2) Sistem pelayanan dan pembayaran Retribusi Daerah dan 

lain-lain pendapatan a sli daerah yang sa h scbagaimana 

dimaksud pada ayai (1) mcliputi: 

a. pendaftaran ; dan 

b. pembayaran. 

8Al3 Ill 

SISTEM ONLINE 
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3. retribusi ternpat khusus parkir; 

4. retribusi rumah potong hewan; dan 

5. retribusi ternpat rekreasi dan olahraga; 

6. retribusi penjualan produksi usaha daerah. 

d. jenis retribusi pcrizinan tcrtentu, berupa: 

1. relribusi izin mcndirikan bangunan; 

2. retribusi izin tcrnpat penjualan minuman beralkohol 

3. retribusi izin trayek. 

c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu: 

1. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; 

2. penerimaan jasa giro; 

3. penerirnaan bunga deposito; 

4. tuntutan ganti kerugian dacrah (tgr); 

5. komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah; 

6. pendapatan dcnda keterlambatan pelaksanaan 

pckerjaan; 

7. pendapatan denda pajak; 

8. pendapatan denda rctribusi; 

9. pendapatan hasil eksekusi alas jaminan; 

10. pendapatan dari pengembalian; 

1 ] . fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

12. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan; 

13. pendapatan dari angsuran / cicilan pcnjualan; 

14. hasil dari pemanfaatan kckayaan dacrah; 

15. pendapatan zakat; 

16. pendapatan badan layarian umum daerah; 

17. hasil pengelolaan dana bcrgulir; 

18. lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah lainnya; 

19. pendapatan denda alas pelanggaran perda; 

20. pendapatan denda pcrnanfaatan ascr daerah ; 

21. hasil penjualan aset lainnya; 

22. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional; 

23. pendapatan penyclenggaraan sekolah dan diklat; 

24. penerimaan lain-lain; 

25. bunga/jasa giro dana cadangan; 
26. pendapatan dari pemanfaatan a set; 
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PasaJ 7 

(1) Wajib Retribusi/pihak lain yang mempunyai kcwajiban 

menyetorkan/mernbayarkan sejumlah uang pada 

Pemerintah Daerah yang sudah mendaftar dibcrikan 

N PWRD, user id, dan password. 

(2) Dalam hal Wajib Retribusi/ pihak lain Jupa user id 

dan/atau password yang Lelah dipcroleh, maka Wajib 

Retribusi/pihak lain dapai merninta kembali user id 

dan/atau password kc BPKAD. 

(3) Perrniritaan user id dan/atau password scbagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dcngan mcngajukan 

surat permohonan pernbuatan user id dan password 

baru kepada BPKAD. 

Pasal 6 

( 1) Untuk mendapatkan pclayanan Rctribusi Dae rah da n 

lain-lain pendapalan asli daerah yang sah sccara online 

Wajib Retribusi/pihak lain yang mempunyai kewajiba n 

menyetorkan/membayarkan sejumlah ua ng pada 

Pemerintah Daerah harus mclakukan peridaftaran. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pad a avat ( l ] 

dilakukan di masing-rnasing PD Pcnghasil Pcnda pata n. 

BABIV 

PENDAF'TARAN 

Pasal 5 

Sistem pclayanan dan pembayaran Rctribusi Dacrah dan lain­ 

lain pendapatan asli daerah yang sah secara online 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( l) menggunakan 

Iasilitas host to host yang discdiakan oleh Bank ,Jateng. 
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Pasal 9 

Wajib Retribusi/ Pihak lain yang mempunyai kcwajiban 

menyetorkan/ membayarkan sejumlah uang pada Pemeriritah 

Daerah dalam melakukan input data sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 terlebih dahulu rnelakukan login dcngan 

memasukkan NPWRD, user id, dan password yang tclah 

diperolch sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 aya t ( 1 ). 

Pasal 8 

(1) Pembayaran Retribusi Dacrah dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4, dilakukan dengan car a input data setoran Rctribusi 

Daerah dan lain-lain pcndapatan asli daerah yang sah 

melalui aplikasi sislem Retribusi Dacrah secara online 

yang dapat diakses melalui a lam al : http:// si­ 

retro.magelangkota.go. id /login. 

(2) Input data setoran rctribusi dacr ah dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah sebagairnana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan scndiri oleh; 

a. Wajib Retribusi/ pihak lain yang rncmpunyai 

kewajiban menyelorkan/ membayarkan sejurnla h 

uang pada Pemcrintah Daerah; 

b. bcndahara pcnerimaan/ bcnda hara pcncrrmaan 

pernban tu di masing-masing PD Penghasil. 

Bagian Kesatu 

Pembayaran Rctribusi Daerah dan 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

BAB V 

TATA CARA PEMBAYARAN 
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Pasal 13 

(1) Wajib Rctribusi/ Pihak Lain yang mcmpunyai kcwajiban 

mcnyetorkan/ mcmbayarkan scjumlah uang pada 

Pemerintah Daerah dapat membayar retribusi daerah 

dan lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah sccara 

tunai rncla lui teller Bank .Jatcng di seluruh .Jawa Tcngah. 

(2) Pembayaran Retribusi Dacrah dan lain-lain pcndapatan 

asli daerah yang sah secara tunai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) dilakukan dcngan setor tunai ke 

Rekening Kas Umum Dacrah (RKUD) Pcmeriru a h Dacrah 

dengan menunjukan id-billing. 

Pasal 12 

(1) Tran saksi pcmbayaran Rctribusi Dacrah dan lain-lain 

pcndapatan asli daerah yang sah scbagaimana dirnaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan 

mcnggunakan id-billing. 

(2) Trarisaksi pcrnbayaran Rcu ibusi Dacrah da n lain-Jain 

pcndapatan asli dacrah yang sah scbagalmana dirnaksud 

pada ayat ( 1) dapat dilakukan secara tu nai atau melalui 

transfer. 

BAB VI 
TRANSAKSTPEMBAYARAN 

Pasal l 1 

Pembayaran Relribusi Dacrah dan lain-lain pcridapatan asli 

daerah yang sah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

dilakukan dengan menggunakan id-billing yang tercantum 
pada SKRD atau SPW yang ditcrbitkan olch masing-masing 

PD Penghasil. 

Pasal 10 

(1) Setclah melakukan input data, Wajib Retribusi/ Pihak 

Lain yang mcmperolch id-billing yang tcrcantum dalam 

SKRD atau SPW. 

(2) Data scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) d iceta k untuk 

keperluan proses pcmbayaran sclanjutnya. 
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Pasal 1 S 

( 1) Proses pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain 

pcndapatan asli daerah yang sah secara online yang 

telah dilakukan olch Wajib Retribusi/ Pihak Lain, akan 

dilakukan validasi. 

BAB Vil 

VA LI DASI 

Pasal 14 

(1) Wajib Retribusi/ Pihak Lain dapat mernbayar Retribusi 

Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

secara transfer mclalui: 

a. transfer an tar bank di luar Bank JaLeng atau aru ar 

rekening Bank Jateng; 

b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM); dan 

c. Kliring antar bank. 

(2) Bukti atas pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa: 

a. dokumen elektronik, untuk transfer antar bank di luar 

Bank Jateng a tau an tar rekening Bank .Jatcng; 

b. struk bukti iransaksi, uru.uk pcrnbayaran mcla lui 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 

(3) Wajib Retribusi/Pihak Lain diperbolehkan meriyetor 

pcmbayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah secara tunai kepada Bcndahara 

Penerima di masing-masing PD Penghasil sesuai dengan 

batasan yang telah d iat ur dalam Pcraturan Walikota 

tcntang lrnplernent.asi Tran sak si Non tunai. 

(4) Atas pernbayaran Retribusi Daerah dan lain-lain 

pcndapatan asli dacrah yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1), Wajib Relribusi/ Pihak Lain mcncrima 

SSRD/ SSW/ Dokumen lain yang dipersamakan secara 

online dari Bank Jateng scbagai bukti pembayaran. 
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kelebihan pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah dalam rckening Belanja 

Tidak Tcrduga. 

(4) Alokasi kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) sebagai da sar pen gem balian kelcbihan 

bayar kepada wajib rctribusi/pihak lain yang mcrnpunyai 

kewajiban mcnyctorkan/mcmbayarkan scjumlah uang 

pada Pemerintah Daerah. 

mengalokasikan untuk mengusulkan penghasil 

SKRDLB, SKRDKB, SKRDKBT, SPWLB, SPWKB, 

SPWKBT atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(2) SKRDKB, SKRDJ(BT, SPWKB, SPWKBT atau dokumcn 

lain yang dipersamakan scbagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diselesaikan melalui mekanisme pernbavaran 

sebagaimana dimak sud dalam Pasal 12 sarnpai dcngan 

Pasal 14. 

(3) Dalam ha! SKRDLD, SPWLB atau dokumen yang 

dipersamakan ditcrbitkan maka masing-masing PD 

penghasil akan mcnerbitkan masing-masing PD 

Pasal 16 

( 1) Dalam hal ditemukan lebih bayar a tau kurang bayar 

pada verifikasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15, 

(2) Validasi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dilakukan oleh masing-masing PD pcnghasil dengan 

cara melakukan verifikasi data sctoran Retribusi Daerah 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
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BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR W 

DI YONO JOKO 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA M GELANG, 

""F-ebrocrri ;?..010 Pada ianggal 

Diundangkan di Magelang 

SIGIT WIDYONINDITO 

..... 

Ditet pkan di Magclang 
.f e {Jr v 0,1 VJ(:) 

penernpatannya dalam Serita Daerah Kota Magelang. 

dcngan In! Walikot a Pera tu ran pengundangan 
mcmcri n ta h kan mengetahuinya, orang setiap Agar 

Pasal 17 

Peraturan Walikota iru mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

BAB Vlll 

KETENTUAN PENUTUP 
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